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ABSTRAK 

 

Penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan pengaturan mengenai harga dan 
tarif pembelian tenaga listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 
antara Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015 dengan Surat Edaran Direksi PLN 
Nomor 0497/REN.01.01/DITREN/2016. Perbedaan tersebut menimbulkan 
persoalan hukum terkait keabsahan klausul harga dan tarif dalam Power Purchase 
Agreement (PPA) yang telah disepakati antara PLN dengan PT. Bajradika Rangkiang 
Energi sebagai Independent Power Producer (IPP). Penelitian ini menggunakan 
metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute 
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer 
diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data 
sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-
undangan, literatur, dan dokumen kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemberlakuan SE Direksi PLN Nomor 0497/REN.01.01/DITREN/2016 oleh PLN 
dalam PPA antara PT. PLN (Persero) dan PT. Bajradika Rangkiang Energi merupakan 
suati Tindakan perbuatan melawan hukum (PMH) yang mana menimbulkan 
ketidaksesuaian dengan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2015, sehingga klausul 
harga dan tarif dalam PPA berpotensi kehilangan dasar legalitasnya. Hal ini 
merugikan pihak PT. Bajradika Rangkiang Energi karena selisih pembayaran harga 
listrik selama masa kontrak 20 tahun mencapai ratusan miliar rupiah. Selain itu, 
kedudukan PLN sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli dalam sektor 
ketenagalistrikan menyebabkan PT. Bajradika Rangkiang Energi tidak memiliki 
pilihan lain selain tunduk pada perjanjian baku yang ditawarkan. Kesimpulannya, 
SE Direksi PLN tidak dapat dijadikan dasar hukum yang sah dalam mengatur klausul 
harga dan tarif PPA karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi, selain itu tidak ada hak dan kewajiban PLN untuk membuat 
regulasi kecuali memang ada didalam pasal peraturan perundang-undangan terkat 
menginstruksikan kepada PLN untuk membuat regulasi. Oleh karena itu, klausul 
harga dan tarif yang seharusnya berlaku dalam PPA antara PT. PLN (Persero) dan 
PT. Bajradika Rangkiang Energi adalah yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 19 
Tahun 2015. 

Kata Kunci: Implikasi, Perjanjian, Power Purchase Agreement, Perbuatan 
Melawan Hukum 
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